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PERATURAN DAERAN nasurATEN DONGGALA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI
TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah
atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2010, dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tengah;
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Mengingat :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor
55 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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13,

14.

s

16.

17.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999
tentang Penyerta-an Modal Negara Republik Indonesia Ke
Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh,
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan
Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan
Daerah Nusa Tenggara Timur, Pt Bank Lippo Tbk, Dan Pt Bank
Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank
Umu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
9);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan
Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota
Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inondeia Nomor 3669);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah
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18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);

Peraturan Daerah Provinsi Sulaewsi Tengah Nomor 2 Tahun
1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi
Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Trengah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun
2005 tentang Pengawasan  Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 48);
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23.

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 55 Tahun
2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Donggala pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala
Tahun 2007 Nomor 55);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Menetapkan

dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK
SULTENG.

Pasal I

Ketentuan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Donggala pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 55) disisipkan 1 (satu) Pasal

sebagai berikut:
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Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tengah dinyatakan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan
Rp.13.000.000.000,(tiga belas milyar rupiah).

(2) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilaksanakan setiap tahun yang besarannya ditetapkan lebih lanjut dalam
APBD tahun bersangkutan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI DONGGALA
ttd,
HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

307



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2011
NOMOR 15
Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

S Yncealn~

MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PT. BANK SULTENG

L. UMUM

Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah
Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan
daerah dan penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan
dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Daerah
pada PT. Bank Sulteng perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka

panjang.

I1. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal Il
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 15
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